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ABSTRAK
Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau
penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau
menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan. penuntutan, dan peradilan.
Permasalahan dan Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum
Normatif atau penelitian perpustakaan (library research), Sejalan dengan ruang
lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Implementasi Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negera Republik Indonesia
Dalam Proses Peerkara Pidana.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. maka dapat disimpulkan yaitu
Pelakasanaan barang bukti dalam proses pidana dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian
Republik Indonesia. adalah sudah sesuai prosedur dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun
2014 Tentang Perubahan atas Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan Faktor
pendukung  Pelaksanaan Barang Bukti dalam Proses Pidana menurut Peraturan
- Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata
Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia adalah
adanya substansi Undang-Undang yang telah memadai yang sccara tidak langsung
telah mendukung kelancaran proses penyidikan dan adanya dukungan dari pihak
atasan baik berupa materiil maupun spiritual. keberadaan saksi ahli yang memiliki
peran sebagai penguji dalam proses pidana, adan
keberadaannya ditunjuk oleh para penyidik, d
masyarakat.

ya informan dari masyarakat yang
an adanya dukungan dari tokoh

Rekomendasi Agar pihak pemerintah dapat  meningkatkan kualitas dan kuantitas
Sumber daya manusia dari pihak anggota Satuan Tahanan dan Barang bukti agar
dapat menjalankan tugasnya secara baik dan professional dan Diharapkan Masyarakat
untuk Iebih  berpartisipasi  dalam  membantu kinerja para penyidik  dalam
menanggulangi kejahatan.

Kata kunci: Implementasi, Perkapolri, Barang Bukti Pidana.
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BAB IV
PENUTUP

Dan berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelakasanaan barang bukti dalam proses pidana dalam Perkapolri Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan
Kepolisian Republik Indonesia, adalah sudah sesuai prosedur dengan
Perkapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perkapolri

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti

dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

()

Faktor pendukung Pelaksanaan Barang Bukti dalam Proses Pidana
menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan
Kepolisian Republik Indonesia adalah adanya substansi Undang-Undang
yang telah memadai yang secara tidak langsung telah mendukung
kelancaran proses penyidikan dan adanya dukungan dari pihak atasan baik
berupa materiil maupun spiritual, keberadaan saksi ahli yang memiliki
peran sebagai penguji dalam proses pidana, adanya informan dari

masyarakat yang keberadaannya ditunjuk oleh para penyidik, dan adanya
dukungan dari tokoh masyarakat.
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